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: 1.

: 1.

2.

baiwa deangan semakin meningkatnya jumlsah berbagai sarana
pertunjukan dan keramalan weae didalam Wilayah Xovamadya
Daerah Tingkat IY Sursbaya, maka perQawasan, pembinaan ,
dan pengendalian terhadap berbagal sarana tersebut periu
ditingkatkan ;

bahwa gquna memeruhi maksud tersebut diatas didalam rang
ka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang per
tunjukan dan keramaian vmum serta peningkatan Pendapatan
Asli Daerah dari sektor Pajzk, dipandang perlu meninjau-
kembali Peraturan Daerah X¥ota Besar SBurabavs Homox 34 s
hun 1955 vanyg telah diubah terakhir dengan Peraturan Das
rzh Xotamadya Dasrah Tingkat II Sursbays Nomor 11 tahun
1977, dencan suaty Peraturan Dasrah,

Undang-undang Homor 5 tahun 1374 tentang Pokok-pokok Pe
merintahan di Dsersh ;

Undang-undang Nomor 1l& tahun 1%5Q tentang Pewmbentukan -~
Daerah Xota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /
Jawa Tengalh/fawa Barat dan Daerah Istimewa  Yogyaskarta-
juncto Undang-undang Romor 2 tahun 1965 ;

Undang-undang Nomor 11 Pri. tahun 1557 tentang Peraturan
Beam Pajak Daerah ;

Undang-undang Nemor £ tahun 1981 tentang Eulom Acara Pi
dana ;



5. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentany Pelaksa
naan Kitab Undang-undang Hukime Acara Pidana ;

€. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahan 1983  ten
tang Penertiban Peraturan Filz dan Perbioskopan di Dae -
rah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daevah ;

7. Peraturan Menteri Kehakiman &I, Nomor M-05,pW-07-03 ta
hun 1884 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengang
katan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipii ;

8, Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor M-04.PW.07-03 ta
hun 1384 tentang Wewenang Penvidik Pegawal Negeri Sipil.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kotamadya Daerah  Tingkat

II Surabaya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATORAN DAERAHM EKOTAMADYA DAERAN TINGKAT II SURABAYZ  TEN
TANG PAJAR ATAS PERTUNJUKEN DAN ZERAMATAN UMDM DIDALAM WILA
YAH RKOTAMADYA DAERAH TINGKAT IX SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN 1%0M
Pasal 1

Dalan Feraturan Daerah ini, van: dimaksud demaan istilah

a, Pemerintah Daerah, &dalah Pemsrintah Kotamadya Daerah -
Tingkat II Surabaya ;

b. Kepsla Daerah, adalah Walikotamadva Kepals Daerah Ting -
kat 1T Surabaya ;

¢. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendspatan bDaerah
Kotamadya Daersh Tingkat IT Surabaya ;

d,. Pertunjukan dan XKeramaian Umum, adalah semua jenis  per
tunjukan dan Keramalan Dwmur serta Usahs Jasa/Pergewaan -
Video Casseta,0lah Raga dan Kesenian dengan nama dan ben
tuk apapun dimana Masyarakat Umum dapat menonton, menik
mati atay menyeksilkan keramaian dimsksud dengan dipungut

bayaran ;



e. Pajak, adalah pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan per

tunjukan dan keramaian umum

f. Tempat pertunjukan dan keramaian umum, adalah persil/bagian --
persil bailk terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk me

nyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum ;

§. Tanda Masuk, adalah semua tanda yang sah untuk memasuki tempat

pertunjukan dan koeramaian umam

h. Hargz Tenda Masuk {HTH), adalah bosarnya nilai unng vang mele
kat pada sctiap tandz masuk, baik tertera atsue tidal: peda ton

da masuk tersebut

i. Fenvclenggera yanc tclah momporoleh ijin, adalah Crang atau Bz
dan Hukum yang atas nama diri sendiri ctou atas name oreng la
in atau Badan Hukum lain yvang menvelenggarakan pertuniukan dan
keramaian umam termasuk dalam pongertian penvelenggara adalah-

penguszha persewaan Video Casseto

j. Penénton, adalah setiap orang yang masuk kctompat pertuniukan
dan keramaian umum untuk melihat dan atau mendengar kecuali pe
nyelenggarz, pogawal pegawainya, para pemain dan petugas  yang

rmenghadiri untuk melakukan tugas kewajibannya

k. Pengunjung, adalch setiap orang yang masuk ketempat pertunjuk-
an dan keramaian weum untuk menikn-ti dan ataw mempergunakan -
fasilitas tempat usaha lain yang doapat dipersamakan dengan itu
kecuali penyelenggara dan petugas yong menghadiri quna melaku-—

kan tugas kewaiibanny=z.
EAR IT
WILEYEH, MANA ORYEK DAN SUBYRL RPAJRK
Pagal 2

(1) Dalam Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkst IT Surabaya dipungut pajak

xtas ijin penyelenggaraan hiburan dan keramaian umum dengan  noma

Paink Tertunjukan dan Keoramaizan Umum

{2} Obyezk Paink, adalah Pcrtunjukan dan Xaramaian Umum scbagaimana di

maksud dalam pasal 1 huruf d Persturzn Docrah ind

(3} Subyek Pajak terdiri :

. Penonton/pengunjung tempat tempat vertunjukan dan keramaian -

W

urarn

b. Penanggung Pajak adalah penycelenggara vang telah merperoleh -

ijin.



RAB IIT
TARIP PAJAK
Pasal 3

(1) Tarip Pejak umtuk getiap jenis pertuniukan dan keramaian umum
ditetapkan sebagai berikut :

ai

Pertunjukan Film :
1.FPilm Import di bioskop bioskop :

a, Golongan A II : 31 % dari M ;
b, Golongan A I : 28 % dari HTM ;
¢, Golongan B Il : 25 % dari B™M ;
4. Golongan B I 1 23 % dari HTM ;
&, Golongan ¢ : 20 & dari H™ ;
£, Golongan B + 17 & daxri B™ ;
g. Bioskop Keliling : 13 & dari B ;
2.Pilm Nasional 4i Bioskop biogkop :
a, Golongan A IX : 28 & dari HTM ;
b, Golongan A I : 25 % dari HMM ;
Q. Golongan B II : 23 % dari HTM ;
d. Golongan B 1 1 20 % dari HTM ;
¢, Geolongan © « 17 % dari B8 ;
£. Golongan D : 13 & dari HTM ;
g. Biocskop keliling t 10 &% dari HTH ;

Pertunjukan di Hotel, Rumah Makan, Bar, Discotik dan seje-
nisnya dipungut pajak 30 & dari HTM ;

Pertunjukar pertandingan Olah Raga dipungut paiak szebesar
15 % (lima belas prosen) dari ETH ;

Pertunjukan kesenian yang bersifat tradisional yaitu jenis
kesenlan vang perlu dilindungi den dilestarikan karena me
ngandung nilai nilai tradisi yang luhur dan kesenian vang®
bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional,
dipungut pajak 10 ¢ dari ™™ ;

Pertunjvkan sirkus, baik yang menggunakan binatang maupun-
nanys dilakukan oleh orang dipungut pajak 20 & dari HIM

Ll

Pertunjukan dan keramaian umum yang tidak menogunakan tan
da masuk ditetapkan sebagai berikutr :



(2)

(1

{2)

{1}

1. Usaba parsewaan Video Cassete diptingut pajak 15 A dari
begar harga sewa untuk sebuah videc cassete ;

2. Usaha jasa keSegaran jasmani dan Panti Pijat dipungut-
pajak 25 % dari pendapatan kotor i

4. Pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan mesin ke
trampilan dipungut pajak Rp. 10.000,~ setiap bulan per me
g&in -3

h. Usahz permainan Bowling dipungut pajak Rp. 20,000,-setiap
bulan pexr line ;

i. Usaha permainan Billyard4 dipungut pajak Rp. 25.000,~ se
tiap bulan per meja ;

j. Usaha kolam rendng dan kolam pancing dipungut pajak 15 %
dari pendapatan kotor ;

Besarnya HTM untuk pertunjukan £ilm 41 bioskop dan klasifika
s8i bioskop 4i Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya -
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Raep IV
PEMEBAYARAN PAJAY
Pasal 4

Pempayaran pajak harus dilakukan dimuka sebagai jaminan da
lam beptuk uwang tunai ;

Kepala Dinas Pandapatan Daarah berwenang untuk membetulkan -
kesalahan tulis dan hitung yang terjadi pada saat penetapan-
pajak.

Pagal 5

Apabila penyelenggara dapat membuktikan bahwa yang bersangkut
an tidak mampu membayar dimuka, Kepala Daersh dapat membexi-

kan ijin kepada penyslenggara untuk membayar sebagian dQari

pajak yang seharusnya dibayar dimuka dengan syarat bahwa -

yany bersangkutan wajib melunasi pajak yang terhutang selam-

bat lambatnya setelah penyelenggara pertunjukan dan keramai-~

an unum selsai, dalam waktn yang ditetapkan oleh Kepaia Di

nas Pendapatan Deerah ;



(3]

(13

(2}

(3)

(4)

o
'

Khusus bagi penvelonggora pertunjukan dan keremaisan umun yono
tidzk memvercunakan tanda masuk schagaimana dimaksud padas  pa
g2l 3 ayat (1) huruf £.1. pembayar=mn pajakrys ditetapkan sz
tizp hari dengzan cara penyetoran ke Bendaharawar ¥husus Pone-

rima mnada Dinas Pendanatan Dacrah

“rabila nonyclenggeya dalezm hal torscbut pads avat (1) don -
(2) pasal ini, tidzk sepenuhnva molunasi pajak dolam Sangks

waktue yang telah ditcetapkan, maka terhadapnys dikenakan tam
wahan perbayaran dends 25 % dari jumlzh waijiek yang horus dise

tor.

BAB A4
KERIVGENAN DN PENGEMBALIAN PEMBLYATAN PLJLK

Pasal &

¥epalz Dacrah berwenong menetapkan boesarnve kerirmganan dari -
hasil sungutan pajek pertunjukan dan keramaion umum kepada ba
dan organisasi sosial/konasyarakatan, keagamean, pendidikan

dan perkumpulan perkumpulan oleh rage, usaha kaesegaran jas-

mani dan usaha usaha poengembangan ilmu

Apabila pajak sebageimana dimaksud dalem masal 4 ayat (1) te
loh dibaysr,. scdang tanda masuk nosih ada z2tau tisak laku 4i
jual dar belum disobck atau belum dipergunakan atau jugsa pe -
nyelenggarasan pertunjukan dan kerapsiazn umemnys tidak jadi i
lrkeanakan, maks terda masuk tcrsebut diserahkan kombalil kepa

da Famerintah Dacrah untgk diperhitungkar @ongan nainl

telah dibayar

aApabila ternvta dalam perhitungar ' aick vang dimateud  dz)l-m
ayat (2) przal ini terdaspat kelohibon sembayeran pajzk, naka

kelekihan terschut dikombalikan kevdae penyelenagars

Intuk paolrkganazrn pongambalisn gecbavnran pajek terschut Jo-
lam oyat (1} de=n {2) wascl ini, penvelenggaraan nertunjukan -

rsengkutan danat mongajukan Derio-

=

dan ¥eramziin umur yang b

[

honan keoada Keoals Bacrah sotelah selesal penyelenggaraan,



- 1 -

BAB VI
TANDA MASUK
rasal 7

(1} Bantuk tanda masgsuk :
a. Lembaran vang dibukukan harus memuat i
1, Seri nemer dan atau huruf ,
2, Kelas vang disesuaikan dengan jenis dan tempat pertun
jukan dan keramaian wmm ;
3. Harga tanda masuk ;
4. Nama percetakan ;
5. Nama dan cap penyelerggara ;
6., Tanda tanda lain yvang diperlukan.

b. lembaran lepas harus memat :
1, Seri nowor dan atay Mxuf ;
2. Kelas yang disesvaikan dengan jenis dan tempat pertun
jukan dan keramaian umum ;
3. Harga tands nasuk ;
4. Namk percetakan ;
5. Nama dan Cap penyelenygara ;
é. Tanda tanda lafn vang diperlukan,

(2) Jika tanda masuk tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdiri-
atas berapa kelas, maka untuk setiap kelas harus diberi war
na atav ciri yang berlainan ;

(3) Untuk sahnya tanda masuk harus mamenchi persyaratan sebagai
bexrikut :

a. Bagi pertunjukan dan keramaian unum yarg rutin, Kepala -~
Dasrah menetapkan persyaratan dan menunjuk percatakan -
yang mencetak tands maguk ;

b. Tanda masuk bebas harus dibebuhi cap/keterangan " tidak-
untuk Atjual " yang berlaku untuk jasgka waktu tertentu-
dengan jumlah Sxdari jumlah tanda masuk dengan harga pen
jualan tertinggi dan tanda masuk bebas tarsebut tidak me
lebini 200 {(dua ratus} lembar ;

¢. Tanda masuk harus 41 cap dan diperporasi terlebih dahulu
oleh Dinas Pendapatan Dasrah,



(1}

(2)

(2

{4)

{5}

{6}

7}

(1)

(2)

BEAR VI
KEWAJIBEN PENYELENGGARA
Pagal &8

Penyelenggara diwajibkan menyediakan tanda masuk yang sah un
tuk para penonton/perpnjung i

Penyelenggara wajlb melegalisir karcis/tanda masuk terlebih-
dahulu sebslum diedarksan untuk dijual sesual dengan ketentu~
an yang berlaku ;

FPenyelenggara wajidb memasang papan penguituman yang memuat -
daftar harga tanda masuk untuk tiap kelas yang ditanda ta -
ngani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;

Penyelenggara berkewaijiban menyobek setiap tanda masuk, se
hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Penyelenggara walib menjual tanda masuk secara berurutan d4i
malai dari nomor vrut yang terkecil, ketuall bagi peniual -~
tanda masuk yang merupakan lembaran lepas ;

Penyelenggara wajib menyimpan tanda masuk hasil sobekan ter
masuk ayat {(4) pasal inl sekurang kurangnya selama jangka -
waktu 7 {tujuh} hari setelah tanda masuk tersebut diperguna-
kan kecuali dalam hal tersebut Xepala Daerah dapat menentu -
kan lain ;

Penyelenggara menyeratkan semua tanda masuk diserxzai 1 (satu)
lembar faktur percetakan ke Kantoxr Dinas Pendapatan Daerah -
selambat lambatnya dalae waktu 3 {tiga) harl setelah penye -
lenggara menerima tanda masuk dari percetakan,

BRB VIII
LERANGAN UNTUE PENYELENGGARA
Pasal 9

Penyelenggara dilarang menyelenggarakan pertunjukan dan kera
maian unum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba-
ya tanpa iiin Xepala Daerah ;

Dilarang mencetak tands masuk pada percetakan yang tidak me
menuhi persyaratan yang telah ditentukan ;



(3} Dilarang mengubah, menghapus ataun membuat sedemikian rupa
cap atau tanda lain hingga tidak dapat dibeca ;

(4) Dilarang memberikan tempat atau kelas kepada para penon
ton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang -
tercantum dalam tanda masuk ;

{5) pilarang memberi tanda masuk yang telah dipakai kepada pe
nonton atau pengunjung ;

(6) Dilarang memungut ateu menerima pembayaran tanda masuk me
lebhihi harga yang telah ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Yasal 10

(1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat di
ancam pidana kurungan selama lamanya € (enam) bulan atau
denda setinggi tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ru
piah) ;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini ada ~
iah tindak pidana pelanggaran.;

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 11

Selian oleh Pejabat Penyidik xaum, penyidikan atas tindak pi
dana sebagaimana dimaksuyd pada pasal 10 Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri S1ipil diling
Jungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan se
suai dengan peraturan perundang undarngan yang berlaku.

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat sebagaimana
dimaksud pada pasal 1l Peraturan Dasrah ini, bexrwenany :

&. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang -
adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadi-~
an dan melakukan pemexiksaan ;



¢. Menyuruh berhenti seseorany tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

4. Melakukan Penyltaan banda dan atau surat ;
e, Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

£, Memanggil crang untuk didengar dan diperiksa sebagai ter
sangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petun~
juk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atan
peristiwa terselut bukan merupakan tindak pidana dan s8e
lanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut ke
pada penunutut umum, tersangka atau keluarganya »

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diper -
tanggung jawabkan,

BAB XY
KETENTUAN FENUTUP
Pagal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatazkan dica-
but dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah ¥ota Besar Sura
baya Nomor 34 tahun 1955 mengenai pemungutan Pajak Tontonan
dalam Daerah Xota Besar Surabaya dengan sesua psrubahannya -
serta ketentuan ketentuan lain yang pernah ada sepanjang bex
tentangan dengan Peraturan Daerah inid.

Pasal 14

Hal hal yang belum cukup diatur pada Peraturan Daerah inl se
panjang mengenal pelaksanasnnya akan ditetapkan kemudien -
©leh Xepala Daexah.

Pasal is

{1) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan ;

{2) Agar setiap orang mengetahuinya, memeyintahkan pengun =
dangyan Peraturan Daerah inl dalam Lembaran Daerah Kotama
dya Dasrah Tingkat II Surabaya,

Surabaya, 30 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPAIA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IXI SURABAYA PTINGKAT TII SURABAYA
Ketua,
ttd ttd

SOENJIOT O W

— E—=

;
i



Disahkan dengan Surat Xeputusan Menteri Dalam Negeri tanugal
18 Juli 1968 Nomoy 973.435,35 ~ 574,

A.n, MENTERI DALAM NuGERE
Direktoxat Jendral Pemerintahan Unum
dan Otonoml Daerah
Sekretaris,

ttd

T, SUJAMTO

Diundangkan dalem Lembaran Daerah Kotamadys Daerab Tingkat
II Surzbaya tahup 1988 Seri R tanggal 4 hgustus 19488 Nomor 1.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALZ DAERAH
TINGKAT II SURABAYZ
Sckretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Salinan sesval dengan azlinys Drs, SOENARJO
Wip. 510040479.




PENJELASAN ATAS PERATORAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGEKAT IXI SURABAYA
NOMOR 12 TRRUN 1987
TENTANG
PAJAK ATAS PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMIM
DIDALAM WILAYAH FOTAMADYA DAERRH TINGYAT II SURABAYA

Y. PENJELASAN UMUM :

Sebagaimana gfgkieet Palivd porfeidang- bota Suiabave scmakin
pesat, Demiklian juga seiring dengan hal tersebut diates maka berba -
gai sarana pertunjuken dan keramalan umum jumlahnya semakin mening ~
kat.

Sehubungan dengan hal hal tersebut distas, Pemexrintsh Dzerah
memandang perlu untuk lebih meningkatkan pengavasan, ponbinaan dan =~
Pengendalian terhadap berbagai savana ¢ maksud,

Demikian juga dalam rangka meningkatkan pelayapan kepada ma-
syarakat dibidang pertunivkan dan korimaisn wam serta Qalam rangks
peningkatan pendapatan Asli Daerah khusuvanya dsyi ssktor Bajak  Per
tunjukan dan Keramaian Umum, maka Paraturan Daccab Xota Besar Suraba
¥Ya Nomox 34 tahun 1955 mengenai Pemungutan Pajok Tontonan dalam  Dae
rah Kota Basar Surabaya yang telah diubaiz terakhir dengan Phraturan~
Daerah Kotamadya Daersh Tingkat IY Surabaya Nomor 11 tshon 1977, 4i
mana sudah tidak seguail lagi dengan kondiail sekarang dsn oleh katena
itu Pemerintah Dacrah mengambil lanrgkah lengkeh sebagal penyesvaian-
nya vaitu dengan mengatur kembali ketentuan mencenai berbagai sarana
pertunjukan dan keramaian uwmm tersebut dsengan Paraturan Daerah ind.

IY. PENJELASAN PASAL UEMI PASAL

"+

Pasal 1 huruf a s/d ¢ : cukup delas ;
huruf & : Yang A avrend rertenjukan dan keramai-
an Algini meliputi juga uscha persewa-
an Video Cesgete, lapangan lapangan -
olah raga, yang dikorersialkanserta -
berbagel nacap usaha jazz hibeuran lain
nya, haik yang bersifat insidentil (se
mentara) maupun yang bersifat tetap,
huruf & dan £ : cukup Jelas g



huruf g

hueruf h s/d k
Pasal 2 s/d pasal 8
Pasal 9 ayat (1)
ayat {2)

ayat (3) s/d@ (6)
Pasal 190
Pasal 11 s/d pasal 15

tidak semua pertunjukan dan keramaian -
wnsn disini menggunakan tanda masuk, mi
salnya beberapa mainan anak anak yang
menggunakan coin, demikian juga  tanda
anggota suatu perkumpulan (club) Olah -
Raga yang menggunakan fasilitas olah ra
ga yang dilmersialkan,

cukup jelas ;

cukup jelas ;

cukup jelas ;

Pada dasarnya Kepala Daerah tidak mem
berikan hak monopoli kepada Perusahaan-
Percetakan tertentu.

cukup jelas ;

cukup jelas ;

cukup jelas.




